Menimbang

F T "i;:

BUPATI SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

. a.

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016;

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi
dan misi Kabupaten Sragen, maka perlu disusun Rencana
Pembangunan Daerah dalam jangka menengah vyang
menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan
dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-
2016.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berbunyi Pembagian Daerah atas
Daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan
dalam sidang Pemerintahan Negara dalam hak-hak asal-usul
dalam daerah yang bersifat istimewa (diundangkan pada
tanggal 8 Agustus 1945);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus
1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4963);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 ,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Kerja Satuan Kerja SKPD,
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
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40.

41.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor

1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen
tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Menetapkan :

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2011 - 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Republik Indonesia untuk periode 5 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah
adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008-2013.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen yang
disusun setiap tahun sekali.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan
Tahun 2016 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:

.BABI : Pendahuluan;
.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka
Pendanaan;
Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
BABV : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan ;

BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kerangka
Pendanaan;

BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;

BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
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Pasal 4

RPIJMD berikut matriknya sebagaimana dimaksud pada lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) RPIJMD memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah
daerah;

(2) Program Pembangunan Daerah periode 2011-2016 dilaksanakan sesuai
RPIMD;

Pasal 6
RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh Pemangku
Kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama
kurun waktu tahun 2011-2016.

Pasal 7
RPIJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIJMD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIMD dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
(1) Sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

RPIJMD Tahun 2006-2011 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
diundangkannya Peraturan Daerah ini;
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(2) Sebelum Peraturan daerah ini mulai berlaku, RPJMD menjadi pedoman
penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2016, dan
dapat diberlakukan sebagai RPIJMD transisi sebagai pedoman
penyusunan RKPD Tahun 2017 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah
RPIMD Tahun 2016 — 2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal Desember 2011

BUPATI SRAGEN,

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ENDANG HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR



L.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 - 2016

UMUM
Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah

dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud
di atas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sragen Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Bupati terpilih disusun sesuai dengan periode waktu masa jabatan
Bupati.

RPIJMD Kabupaten Sragen ini akan digunakan sebagai pedoman
dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD),
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala

Daerah, dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 06
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LAMPIRAN:  RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 — 2016
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